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PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :   a. bahwa  dalam  rangka  mewujudkan Pegawai Aparatur

Sipil Negara yang kompeten dan profesional perlu

dilakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Aparatur

Sipil Negara bidang Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. bahwa peningkatan kapasitas Pegawai Aparatur Sipil

Negara melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan

secara terencana, terarah, terkoordinasi, dan

berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
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Mengingat :   1.     Undang-Undang Nomor    15    Tahun    1997   tentang

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor

7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendiidkan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4019);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5598);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 19);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 235);

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

12. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

463);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
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Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075);

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III;

16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I

dan II;

17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Lembaga Pendidikan

dan Pelatihan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN   MENTERI   DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan adalah keseluruhan kegiatan yang

berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan

pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.
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2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki

Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat

adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dalam

rangka meningkatkan kompetensi kerja Pegawai ASN agar

mampu bekerja di bidang Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

8. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap

individu yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang

ditetapkan.

9. Rancang Bangun Program Diklat adalah proses kegiatan

yang dimaksudkan untuk menyusun atau merancang

bangun secara garis besar hal-hal yang akan dikerjakan

meliputi Kurikulum dan Rancang Bangun Pembelajaran

Mata Diklat yang berkaitan dengan proses pembelajaran
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